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PENDAHULUAN

Masalah

yang dilakukan ¢

yang menjadi’ slt
pemberitaan di 1('1
terhadap perempu

Segala b

merupakan pelan
1

- . |
kemanusiaan scrt

diatur dalam Uir
Kekerasan Dala.r%
kebanyakan per
masyarakat agar

penyiksaan, atau |

salah

I:;hatan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga

dleh suami terhadap isterinya merupakan salah satu kejahatan

yrotan. Di dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpati
ran-koran maupun dimedia ?lekuonik adanya berita kekerasan
an vang dilakukan suami terhadap isteri

ntuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga,
ggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat
a bentuk diskriminasi yang harys dihapus sebagaimana yang
idang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Rumah Tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang

empuan, harus mendapat perlindungan dari Negara atau

terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan,

berlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Menurut Pasal 2 “The Declaration on the elimination of Violence Against

1

Woman”:

perbedaan jenis k

“Kek

erasan terhadap Perempuan adalah tindakan berdasarkan

elamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan

secara fisik, seksuval, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tericz— |

cpa l.
Laspifrivanti D

dalam Nathali Ko_lj

amanik. “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Hulun’.
(ed) Kekerasan Terhadap Perempuom. Jakarta: Yayasan Lembagpa
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pemaksaan atau
terjadi didepanun

Pengertiar

perampasan kemerdekaan secara sewenang-sewenang, yang
num. maupun kehidupan pribadi®.

tindak kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud

l
dalam Pasal 2 [

tindak kekerasaq

o
berdasarkan moti

seksual, dilihat d
terhadap percli'lplt

domestik.

Kekerasar

)eklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan diatas,
terhadap perempuan secara lebih mendasar dapat dibedakan
f kekerasan yang dilakukan, yaitu secara seksual atau non
ari segi relasi antara pelaku dengan korban, tindak kekerasan

1an dapat dibedakan menjadi kekerasan publik dan kekerasan

domestik dalam arti sempit adalah tindak kekerasan yang

|
dilakukan terhadlap perempuan dalam lingkungan keluarga, dalam pelaku dan

korban terikat pq}n
|

luas kekerasan
perempuan din:lar

ikatan perk_awiﬁax

cheraz_lsan

. Kekerasan da

kenalan ata;u;‘l

Kekerasan 'tet

secara legal fc

rtalian perkawinan atau hubungan darah. Sedangkan dalam arti
di lingkup domestik mencakup tindak kekerasan terhadap
a korban dan pelaku saling kenal secara dekat tanpa harus ada
y atau hubungan keluarga.”

domestik dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu’:

lam relasi personal, vaitu yang dapat dilakukan oleh tetangga,
un orang-orang lain yang telah dikenal korban

hadap isteri, yaitu kekerasan terhadap perempuan yang terikat

yrmal dalam perkawinan dengan pelaku

|
T
2Tatek11

“deak Kekerasan Terhadap Isteri dan Kepedulian
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3. Kekerasan terhadap anak perempuan, yaitu berbagai bentuk kekerasan

terhadap aqak' perempuan vang dilakukan oleh ayah, kakek, kakak, adik, atau

anggota keluz
Sej umliah
memang dapat

menjakau rasa

irga yang lainnya, baik laki-laki maupun perempuan.
kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di ruang publik

diselesaikan melalui jalur bmkum, namun seringkali tidak

keadilan, terutama bagi korban tindak kekerasan. Lain halnya

dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga atau domestik,

khususnya tindak

‘kekerasan suami terhadap isteri hampir tidak ada tindakan nyata

|
yang dilakukan oleh masyarakat atau instansi pemerintah maupun aparat penegak
| X

hukum untuk mé;
sebagai korban

kekerasan yan g

|
sebagai pelaku't

nanggulangi tindak kekerasan tersebut. Terlebih lagi karéna isteri

justru memilih diam atau bahkan menganggap bahwa tindak

dilakukan oleh suami tabn untuk diinformasikan kepada orang

Tuar, tennasuk::képada keluarga atau orang tua sendiri. Oleb sebab itu, suami

ndak kekerasan leluasa melakukan kebiasaan buruk, sementara

isterd sebagai karban seolah pasra menerima perlakuan tersebut tanpa mampu

melakukan sesuatu sebagai upaya untuk menolong dirinya. Pelaku kekerasan

terhadap perempuan di lingkup domestik bukan hanya suami, tetapi juga meliputi
|

semua orang dekat yang dikenal antara lain, ayah, saudara laki-laki, atau pacar.*
|

Dalam iU

Keckerasan dalan

ketentuan umm:n .

ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

n Rumah Tangga dijelaskan dalam Pasal 2 Bab 1 tentang

*Thamrin Tomagola, “Resty Sosial Budmya aias Kekerasan Terhadap Ferempuan®,
dalam Nur Iman*Subono (cd), Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Yayssan Jumal
Perempuan bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta , 2000, hal. 103
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|
|
1. Lingkup ruma? tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
a. Suami, ister"i, dan anak:
b. Orang—orang yang wmempunyai hubungan keluarga dengan orang
schagaimana dimaksnd pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,
persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;

dan/atau

c: Orang yang bekerja membantu rumsh tangga dan menetap dalam rumah
tangga tersebut.

2. Orang yang }Jekelja sebagaimana dimaksud huruf ¢ dipandang sebagai anggota
keluarga dalam jangka waktu selama berada dalani mmah tangga yang
bersangkuate'm.l

Sejalan 'dengan maraknya upaya-upaya penegakan supremasi hukum di
Indonesia, fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam
lingkup domestlik,.f dan lebih khusus lagi kekerasan seksval dalam hubungan suami
isteri, terus cenderung semakin meningkat. Di satu sisi upaya penegakkan hak-hak
asasi manusia terus dilaksanakan melalui upaya pencgakan supremasi hukum,
sedangkan di sisrl lain tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu
bentuk pelanggaran HAM, terus herlangsung tanpa upaya berarti untuk

menanganinya. .

Anggapan umum menyatakan bahwa tempat yang berbahaya adalah di luar
rumah, bagi perempuan faktanya tampak tidak demikian. Perempuan justru lebih

sering dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam

- - - . - . .
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Meskipun demikl“ an, kekerasan jenis ini adalah juga kekerasan yang sulit

diungkap, antara lain karena:®

1. Cukup banyaik pihak yang menganggap hal tersebut lumrah saja, bahkan

merupakan balgian dari "pendidikan” yang dilakukan suami pada isteri
2. Konflik dalam| keluarga sangat sering dilihat sebagai masalah internal, baik

oleh orang lualr maupun oleh orang di dalam kelvarga itu sendiri

3. Baik pelaku dan korban sangat sering menutupi kejadian dengan alasan
i

berbeda. Pelal:cu menganggap apa yang terjadi adalah urusan keluarga dan hak
pribadinya, scllmentara korban merasa sangat malu untuk membuka “aib™ dan
sekuat tenaga |Llnt11k menutupi.

Dampak: psikologis kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang

yang memiliki hujv‘:ngan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri korban

(korban akan melihat diri negatif, banyak menyalahkan diri), maupun depresi dan

§

bentuk-bentuk garllgguan lain sebagai akibat tertumpuknya tekanan, kekecewaan

atau kemarahan yelimg tidak diungkapkan.®

. Pernmusan M.asa| lah
Berdasarkaitn hal tersebut diatas, maka penulis mencoba merumuskan suatu

permasalahan sebz'lx gai berikut:

1. Pertimbangan-‘.pertimbangan apakah yang dipergunakan oleh hakim dalam

menjatuhkan li_mtusan pidana kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan

dalam rumah t%ngga'.’
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2. Fakfor-faktor

apa saja yang menycbabkan timbulnya disparitas dalam

penjatuhan putusan pidana kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan

dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diambil, maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengle-tahui dan memahami pertimbangan-pertimbangan hakim

didalam menjatuhkan suatu putusan pidana kepada pelaku kekerasan

{

perempuan dalam rumah tangga.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas

pidana dalam

penjatuhan putusan pidana kepada pelaku kekerasan terhadap

perempuan dalam rumah tangga.

Tinjauan Pustaka

cherasaﬁ, dalam kamus besar bahasa Indonesia, berarti ’ “perihal yang

bersifat, berarfi lfems atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang

,I
menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik

atau barang orang lain atau paksaan”.

|
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam [Rumah Tangga menurut Pasal 1 ayat 1 dapat dikatakan bahwa

arti kekerasan dalam rumah tangpa adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
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terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

secara fisik, seksual, Psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

ancaman untuk mI::Iakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan

secara nltala‘w&u]:l‘lI
Salah satu|

KUHP yang men

disamakan dengan

kum dalam lingkup rumah tangga.
definisi kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89
yatakan bahwa "membuat orang pingsan atau tidak berdaya

menggunakan kekerasan”.

Menurut Pasal 89 KUHP tersebut, dapat dikatakan bahwa arti dari pada

“melakukan kekerasanadalah menggunakan tenaga atan kekuatan jasmani sekuat

mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala

macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya vang menyebabkan orang

yang terkena tinfdak kekerasan itu merasa sakit yang sangat.

Pengertian

kekerasan, menurut Mansour Fakih, adalah serangan atau

invasi terhadap fisik maupun intergritas mental psikologis seseorang.® Pandangan

Mansour Fakih imenunjuk pengertian kekerasan pada objek fisik maupun

psikologis. Hanya

saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti

melukai atau me

imbulkan luka, cacat atau ketidak normalan pada fisik-fisik

tertentu. Dapat pula yang terjadi adalah kckerasan fisik, namun berdampak lebih

lanjut pada aspek

psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat

saja mengalami' penderitaan psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan

fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah seperti

adanya perasaan stress dan kemudian memilih bunuh diri.

8 va .|
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Kekerasan
mengakibatkan pe:
semua orang tidak:

kondisi tertentu, o

dan kondisi” adalal

1. Lemah fisik me

2. Karena sikap a

]

vang tf;zjadi dengan wanita sebagai korban dapat
nderitaan baik secara jasmani maupun rchani. Pada umumnya,
akan mau menjadi korban kekerasan, tetapi karcna situasi dan
rang terpaksa menjadi korban. Yang dimaksud dengan “situasi
h keadaan dimana seseorang tersebut:’

ntal, sosial, ekonomi

au tindakannya sendiri

Dimaksud %dengzm “gikap atau tindakan sendiri”. adalah keadaan dimana

Seseorang itu melk}
i
tutur kata dalam pe

Kekerasan

masalah atau per.

SC

gundang adanya kejahatan misalnya cara berpakaian, sikap dan
‘rgaulan.
terhadap pasangan suami isteri sering dilihat sebagai “sekedar

lisihan pribadi’” bukan tindak kejahatan atau kriminalitas. Akan

tetapi dalam kenyataannya kekerasan terhadap pasangan suami isteri merupakan

persoalan yang

enyangkut kepentingan hak perempuan untuk hidup aman,

tentram dan bahagia, tanpa kekerasan. Yang mendorong terjadinya kekerasan

dalam hubungan

suami isteri yaitu adanya gender dan patriarkhi. Kekerasan

gender artinya perempuan menjadi obyek seksual atau obyek dari laki-laki karena

sifat-sifat dan ang

gapan yang dilekatkan pada perempunan di mata masyarakat.

Sedangkan budaya patriarkhi artinya adanya ketimpangan kekuasaan amtara

seorang laki-laki dan perempuan yang diperkuat oleh nilai patriarkhi yang dianut

secara luas. Sosialisasi tentang ciri-ciri dianppap baik pada laki-laki

rmm v s Mrnas 20t Ak hemman! dnrens dnm hamtiadals Aae s asomanat-on ol Inl-3
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dalam posisi le

melanggengkan ke

bih tinggi dari perempuan, merupakan hal yang ikut

kerasan terhadap perempuan. Laki-laki disosialisasikan untuk

melihat perempuan sekedar objek pelenpkap, tidak penting dan dapat

diperlakukan scenaknya. Kenyataan ini dilengkapi oleh sosialisasi tentang ciri-ciri

vang dianggap pos;itif pada perempuan yang menekankan pada perempuan untuk
:

bersikap pasra, sé

lain mendahulukan kepentingan orang lain, mempertahankan

ketergantungan palda laki-laki."

Kekerasan

tepadi kekerasan

iseksnal seringkali dikaitkan dengan persetubuhan atau telah

seksual apabila telah terjadi persetubuhan. Padahal kekerasan

seksnal tidak hanya berbentuk persetubuhan saja, tetapi ada berbagai macam

bentuk kekerasan
yang sering terjad

salah satu bentuk

]

Leksual vang terjadi dalam hubungan suami isteri. Kekerasan
dan dialami oleh perempuan seringkali tidak disadari sebagai

kekerasan terhadap pasangan, contohnya pelecehan seksual,

pomografi dan perl

11
LDsaan.

Peran hakim didalam pengadilan mempunyai tugas-tugas yang diatur

didalam Pasal 1
Kehakiman menga

yang merdeka unt]

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
an bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara

k menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila, demi Terselenggaranya Negara Hukum Republik
Indonesia.

1 1bid

' E. Kristi | Poerwandari, “Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologi
| S S L o ] R i T nmbnalr lamtide Tindnl TPalraemnnan dnehad nn dAan Alormahif
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Menurut
Kehakiman Pasal

dan memahami nil

—— e _

10

Indang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

8 ayat | mengatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti,

ai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sedangkan Pasal 28 ayat 2 mengatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat

ringannya pidana,
terdakwa.

Secara um
syarat yaitu: ada

melawan hukum,

L]

hakim wajib mempethatikan pula sifat yang baik dan jahat dari

Im terdakwa dapat dikenai pidana apabila memenuhi 4 (empat)

kesalahan, tidak alasan pembenar dan pemaaf, ada kekuatan

dan mampu bertanggung jawab. Maka hal inilah yang menjadi

faktor pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dan juga menjadi faktor

pertimbangan haki

luar Undang—Undz[L

m untuk memberi ketentuan dalam Undang-Undang maupun di

ng dalam mengambil keputusan,

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus berdasarkan asas

dan prinsip upay.
harus menegakan

pandangan Aspan

a penegakan supremasi keadilan dan dengan kata lain hakim

rule of law, secara konseptual karakter rule of law menurut

di Santoso adalah sebagai berikut:'>

1.
dilandasi olehl
Kepastian hu

terkait dengan

2.

Supremasi hukum (the supremacy of law), yakni setiap tindakan Negara harus

ukum dan bukan berdasarkan pada diskresi (tindakan sepihak).
m (legal certainty), yakni kepastian hukum disamping erat
butir diatas, tegas dan tidak diplikatif, serta bertentangan

dengan Per U dang -Undang lainnya.

Hukum yang respons1f {(hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat

luas dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakai dan bukan dibuat
untuk kepentmgan segelintir elite).

sanksi, mekan

Penegak hukum yang konsisten dan non diskriminatif masyarakat (adanya
isme untuk menjalankan sanksi, sumber daya manusia atau

penegak hukurh yang mempunyai interegritas), serta

LRI I |

nnnnnn
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5. Keberadaan 1d

11

ependensi peradilan (idependensi peradilan sebagai syarat

penting dalam

wewnjudkan rule of law karena kunci penegakan hukum

terletak pada elfektmtas peradilan).

|
Hakimdai

|
scharusnnya tidak%
|
harus mampu mej

keadilan bagi penc
t

am mengemban amanah menegakkan keadilan, memang
hanya sekedar menjalankan sistem hukum acara tetapi hakim
nyelesaikan persoalan hukum dengan jaminan mendapatkan

ari keadilan. idependensi dan integeritas hakim tidak sekedar

diuji dengan bany%ilmya perkara yvang sudah diputuskan tetapi juga harus diuji dan

diukur dari perspelkﬁf kesadaran dalam memahami dan memaknai keadilan yang

menjadi ruh hukuTn. Hakim tidak sekedar membantu pencari keadilan untuk
!
mendapatkan hak-hak keadilannya tetapi juga harus mewujudkan dan menjamin

|
terpenuhinya hak-
1

hak keadilan bagi pencari keadilan, baik melalni proses

pemeriksaan di 'si:dang pengadilan maupun pengawasan dan evaluasi terhadap
I

|
keputusan yang; di

}
norma-norima  yan

ibuat atas suatu perkara tertentu. Penggalian nilai-nilai dan

g hidup dan berkembang di masyarakat dengan segala

dinamikanya, unm}k kemudian diaplikasikan kedalam setiap tindakan, langkah dan

ucapannya baik l

melalui putusan-putusan hokum yang dibuatnya dalam

|
mengembangkan |serta menjaga kewibawaan lembaga yang menjadi sarana

]
manifistasi tugas dlan amanah yang diembannya.™*

Memeriksa!
I

yang hidup di|

mcngungkapkan! p

hanya menerapkar

dan mengadili perkara, hakim wajib menggali nilai hukum,
dalam masyarakat. Mecnurut pendapat Wahyu Afandi
endapatnya sebagai berikut: “Hakim dalam putusannya tidak

) peraturan hukum tertulis saja, tetapi juga harus mampu

i BT ss P TFi 2 Thnmmallt Tlhaliiameitan
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12

menciptakan hukum berdasarkan rasa Keadilan yang berkembang dalam

masyarakat”.!® -

7,

edangkan menurut Bambang Poermnomo mengungkapkan

pendapatnnya sebagai berikut: “di dalam memeriksa dan memnutus perkara pidana,

hakim mcmpuqy:lii kewajiban untuk tidak menolak mengadili suatu perkara

dengan alasan hul;cumnya tidak ada dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan

! l

Yang Maha Esa, di

iri sendiri, masyarakat, Bangsa dan Ncgara”. 16

Hakim hﬂI.IUS bebas dalam menemukan huknm, hakim di dalam

n .
menemukan hukum tersebut diantarannya dengan cara menggali, mengikuti dan

memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan kedua
1

macam kebebasaln ini, maka penegakan keadilan akan terwujud. Selain

menerapkan dua kebebasan itu hakim harus juga menerapkan peraturan pidana

vang konkrit, dala;m hal ini hakim mempunyai kebebasan dan kewenangan atau

|
kekuasaan antara lain:

17

1. Memilih beratyya pidana yang bergerak dari minimum kemaksimum dalam

perumusan delik yang bersangkutan.

2. Memilih pidarlla pokok vang mana patut dijatuhkan, apakah pidana mati,

pidana penjhr]la', pidana kurungan, ataukah pidana denda sesuai dengan

|
pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

I
3. Sebenarnya sehelum hakim tiba pada pemilihan tersebut diatas, maka hakim

dapat memili

apakah hakim menjatuhkan pidana pokok dan tambahan

atankah haki

1 menjatuhkan pidana bersyarat saja, manakah hakim

13 Wahyu Aﬁndl, “Hakim Deon Hukum Dalam Prakiek”, Alumni Bandung 1978, hal. 31

™ Rambang
1988, haln3 1

lToernomo Orientasi Hukum Acara Pidana Amarta Buku, Yogyakarte

I
1
I PRy - (] - ¥ R L e oW oA L Tnua Lot oA

n mtro"DF



memandang. I

menjatuhkan pj

13

bih bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana jika hakim

dana bersyarat saja.

Hakim dal%tm praktek, memang tugas utamanya menerima, memeriksa dan

penegakkan di pl:

mengadili dan memutus perkara, namun demikian dalam konteks dan sistem

ngadilan-pengadilan, hakim belum mampu menyelesaikan

sengketa dan mlel:llegakan keadilan. Dalam sistem kondisi dan keadaan sistem

peradilan yang dibangun dengan model paradigma yang legalistic formalistic

(eropah continent

(speaker of justice)

al), mengarahkan hakim bukan scbagai corong keadilan

tetapi hakim hanya sekedar corong Undang-Undang (spaker of

law) hakim yang sebagai manusia biasa dengan segala kelemahan dan
|

kekurangannya di

rempatkan pada posisi sentral dalam mencgakkan hukum dan

keadilan hakim sepkan menjadi malaikat bahkan dalam prinsip hukum eropah

continental hakim

dipersonifikasikan sebagai wakil Tuhan di dunia. Oleh

karenanya hakim harus di pagari dengan seperangkat dan segudang hak kekebalan

!
hukum apapun, se

ingga kepadanya tidak dapat di tuntut dan dihukum (tidak ada

di dunia ini ada hukum yang dapat menghukum hakim yang menerapkan hukum

dengan benar walaupun hukumnya korup dan represif). Keyakinan hakim yang

menjadi ukuran :plcrasazm keadilan yang subyektif dan sepihak, dalam hukum

pidana menjadi aIa.‘t bukti yang sah.'®

Muktiarto Jalam Sidik Sunaryo, mengungkapkan pandangannya, bahwa

hal yang diharapkain pencari keadilan terhadap pengadilan adalah:"

|
i. Mendapat perlakuan yang adil dan manusiawi.

" nitro™"
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|
2. Mendapat pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan.
|

3. Mendapat penyelesaian atas perkara itu secara efektif, efisien, tuntas an final

sehingga memiiaskan.

Menurut hukum pidana Indonesia bahwa menjatuhkan pidana bagi scorang

terpidana bukan ball

as dendam, tetapi merupakan sesuatu bentuk pendidikan untuk

|
mencegah terpiéla’lna tidak melakukan lagi tindak pidana yaitu perbuatan

kejahatannya di m:

diri schingga dapat

!

a yang akan datang, menyadari kesalahannya, memperbaiki

di terima kembali dalam masyarakat.

Putusan h';likim dalam menjatuhkan pidana seringkali menyebabkan

I
terjadinya disparita:

“the persuasive o_);‘

kebebasan dalam |

5, Hal itu disebabkan oleh Negara Indonesia menganut asas

president” yang mana menurut asas ini hakim diberikan

memutuskan svatu perkara tanpa terikat dengan keputusan

hakim yang terdahiilu seperti yang dianut oleh Negare yang menganut asas “the

binding force of ﬁlresidem”. Maka setiap dalam mengambil keputusan hakim

dapat mcmumskan!berdasarkan keyakinannya. Kchebasan tersebut tidak mutlak,

karena keputusan ylang diambil harus konstitusional tidak sewenang-wenang dan

berdasarkan alat bu:kti yang sah sehigga disparitas tersebut dapat dipertanggung

jawabkan,? | |

|
Putusan hallim sering berbeda-beda dalam kasus yang sama atau

]
dipersamakan. Putusan yang berbeda-beda dalam kasus yang sama atau

dipersamakan discb'lut dengan disparity if sentencing. Masyarakat sering merasa

kebingungan terhadap putusan hakim yang berbeda-beda. Namun apabila putusan

|
||
|
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jan alasan yang tepat dan sesuai dengan sistem hukum pidana

i
atau stelsel hukum pidana, maka hal tersebut sah-sah saja dalam hukum pidana.

Disparitas Il_lukum pidana dalam putusan hakim tidak bisa dihindari. Dalam

mengambil keputu

menentukannya. Y.ang

f
|

San  hakim mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk

ditentukan dalam pengambilan keputusan hakim yaitu

hanya batasan mipimum dan maksimum hukuman, dan untuk mengambil

keputusan hakim [hf‘irus konsekwen terhadap batas minimum dan maksimum yang

telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur hal yang

akan diputuskannya,

Perbedaan keputusan pada perkara pidana dalam prateknya adalah akibat

dari kenyataan. Perlbuatan yvang dihadapkan kepada hakim menunjukkan adanya

perbedaan, dan pa'dzit

hakim sendiri terdapat snatu perbedaan pandangan mengenai

penilaian terhadap c{ata—data dalam perkara yang sama atau dipersamakan.”!

Metodologi Penelit?an

1
Jenis Penelitian

Jenis Penelitian

|

mengetahui keduduk
bentuk penelitian ke

mengumpulkan dan

adalah menggunakan metode penelitian normatif, yaitu
an vang ada dalam hukum pidana yang dilakukan dalam
ustakaan yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan

mempelajari data yang terdapat pada Peraturan Perundang-

Undangan, buku-b }

|
dengan objek peneliti

, literatur, surat kabar dan sumber lain yang berkaitan

arn.

~ a. |

n
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I
|
2. Lokasi Penelitian |

Lokasi penel itielm di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman.

3. Narasumber \

Hakim Pengadlilfm Negeri Sleman yaitu Herri Swantoro dan Merrywati
Taobing. :

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

|
|
|
Sesuai jenisnya Liata, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan

adalah sebagai b\lnkut'
i

1) Data primer \adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
melalui pengamatan yang dilakukan di lapangan.
\

2) Data Sekunt?er

Data sekuntier antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-
buku, hasil-hasil penclitian yang berwujud laporan, buku harian dan

I
sebagainya.

|

b. Sumber Data
1) Bahan hukun;; primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti;
Kitab Undang%- Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang I;]E-Iukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun

l
2004 tentang ITcnghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-

TTaAne KTI\MI:\- A Tahiea WA trembneans Y alrvsacnns ¥ ahnlriminn TTnadans

" nitro™"
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|
Undang NoEmor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang

Nomor 5 Tallhun 2004 tentang Mahkamah Agung Indonesia.
|
2) Bahan hukum sekunder, penjelasan mengenai bahan hukum primer,

seperti: Hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
|
3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

I
maupun penjelasan terthadap bahan hukum primer dan sekunder, kamus
|

ilmiah popqlér dan kamus Bahasa Inggris.
!
5. Teknik Pengumpuiaill Data

1. Wawancara, yait{l dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung

kepada narasum |'r mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti.

2. Studi Kepu ' , yaitu meneliti arsip-arsip di Pengadilan
|

6. Analisis Data |

Data yvang cliplle roleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisa secara

deskritif kuvalitatif, :,!__aitu dengan cara memberikan gambaran dan penjelasan

terhadap data-data }(atlll diperoleh dengan cara menguraikan kalimat untuk ditarik

|

kesimpulan. Hal ini‘akan dapat menguraikan secara sistematis permasalahan dari
l

apa yang terdapat di Igialam perumusan masalah, sehingga di peroleh gambaran

I

- 1. -
AT :nlrn'- LaaR-halar alsi Bl ariilyl] “ﬂ“‘iﬂ‘ﬂGQIon “mﬂﬂ‘:1ﬂhﬂ“
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|
F. Sistematika Penu!llsan Skripsi
|
BAB1I. PENDA'I]:IULUAN

1
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan

|
masalah-,iI tyjuan penclitian, tinjavan pustaks, metode penelitian,

sistematiIiI(a penulisan.
BABIL. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN TEl[fL:LADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA
Dalam .b‘aﬂb ini menjelaskan mengenai tindak kekerasan terhadap

percmpua:; yang membghas tentang pengertian tindak pidana

kekerasan;terhadap perempuan dalam rumah tangga, motif dan modus

operandi :Illjcerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga serta
|

ruang lin H p tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah

fangga. |
BAB III. PERT]]\*IBL&NGAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA

Dalam babl'I ini di uraikan penjatuhan putusan perkara pidana oleh

hakim da'nlI ertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perkara

pidana 1:I;.u1I juga memaparkan mengenai disparitas pidana dalam

putusan pidi'ﬂrla.
BAB 1V. PENY. AJIA|N DATA DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini’H akan di sajikan hasil penelitian yang penulis lakukan baik

secara kepus:takaan maupun dilapangan, di uraikan secara sistematis

dari apa yan,(]; terdapat di dalam rumusan masalah, sehingga di peroleh
|

amharan vrana lalac manmona awatnon nansialanninm mamanaalalhos

" nitro™®"
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